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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kasus Posisi

Perkara No : 08 / Pdt.G / 1996 / PN.SLMN

Dalam kasus ini R Suwandi, BA (pemohon I) yang beralamat di

Perumahan Rakyat Mlati No. 6/A Yogyakarta dan Ny. Sri Yuniati (pemohon II)

yang beralamat di Perumahan Rakyat Mlati No. 6 Yogyakarta dan keduanya

mengajukan permohonan intervensi terhadap pihak-pihak dalam perkara
No.08/Pdt.G/1996/PN.Sleman yang telah berlangsung antara Drs. R. Soeparlan
(penggugat) melawan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI

Daerah Istimewa Yogyakarta dan SMP PGRI Sleman ( tergugat I dan I1).

Penggugat dalam perkara pokok menyatakan bahwa ia adalah pemilik dari
tanah dan bangunan yang menjadi obyek sewa menyewa dengan para tergugat
yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seorang bernama Ny. Surindi

(istri pemohon I, ibu pemohon II) dan telah disetujui oleh pemohon.

Bahwa pada saat pemeriksaan persidangan berjalan di persidangan datang
paré pemohon intervensi dan mengajukan permohonan infervensi yang pada
pokok intinya menyatakan bahwa pemohon I dan Alm. Ny Soerindi adalah
pemilik sah atas tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 479 seluas

1.130 m2 beserta bangunan rumah pokok ysng ditempati SMP PGRI Sleman
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Soerindi merupakan harta milik bersama (gono-gini). Bahwa pemohon I dan
pemohon II menyetujui semasa hidupnya istrinya (Ny Soerindi) memberikan
pemakaian tanah dan bangunan rumah pokok kepada SMP PGRI Sleman dengan

dibuatkan surat penyerahan penggunaan per tanggal 1-1-1980.

Bahwa setelah meninggalnya Ny Soerindi (istri pemohon I) pada tanggal
9-3-1990, penggugat asal telah mengadakan perikatan jual beli dengan pemohon
IT atas obyek sengketa sehingga pemohon I telah kehilangan haknya atas separo
harta milik bersama dan sebagai janda laki-lakipun kehilangan hak waris atas
harta warisan alm.Ny Scerindi (istri pemohon I) sehingga pemohc;n I merasa
sangat dirugikan.

Bahwa adanya sengketa jual beli antarz; pemohon II dan penggugat asal
atas obyek sengketa dengan dibuat akta jual beli No.189/JB/1991 yang dibuat
oleh PPAT Camat Sleman akan tetapi oleh penggugat asal selain tidak ditepati
pembayaran pelunasan dari jual bali tersebut penggugat asal juga tidak
membayar harga bangunan rumah induk sebagaimana disebutkan didalam akta
jual beli dan juga bertentangan dengan kenyataan yaitu sebenamya pemohon I
sepeserpun tidak pernah menerima uang pembayaran jual beli tersebut meskipun
telah membubuhkan tanda tangannya yang dilakukan dirumah (bukan
dihadapkan PPAT) padahal pemohon I berhak atas barang sengketa yang

berstatus gono-gini. Dan sesungguhnya didalam akta jual beli antara pemohon II
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perseginya ditentukan seharga Rp.25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah )
sehingga keseluruhan harga tanah seluas 1130 m2 = 1130 x Rp. 25.000,- = Rp.
28.250.000,- sedangkan menurut kehendak penggugat asal dicantumkan secara

formil dalam akta jual beli adalah sebesar Rp. 15.000.000,- bahkan kenyataannya

yang diterima oleh pemohon II dan yang dibayarkan secara berangsur-angsur

ternyata juga masih kurang dari jumlah Rp. 15.000.000,- sehingga jual beli
tersebut dipaksakan adanya.

Bahwa didalam akta jual beli ternyata meliputi gedung-gedung yang ada
padahal kecuali gedung induk semuanya adalah milik pihak ketiga yaitu Yayasan

YPLP. PGRI Sleman ikut terjual tanpa pernah dibayar oleh penggugat asal.

Bahwa perbuatan penggugat asal yang ingkar janji para pemochon merasa
sangat dirugikan dan akan membatalkan perikatan jual beli atas obyek sengketa

dan mengembalikan semua uang harga penjualan kepada penggugat asal.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mengajukan
permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan
izin mencampuri / interventie / tussenkomst atas perkara perdata No.
08/Pdt.G/1996/PN.SIlmn. sebagai pihak keIll dan selanjutnya berkenan

mengambil putusan sela (sementara) yang salah satu amamya berbunyi

e nsn mrmtrmn Ao s Aananhiillrne mares nh Aanan naea namﬁ11f\ﬂ “ﬂf‘!‘ll’ ;1!‘1“' onrtn Ihl'l“‘llf



62

Adapun pertimbangan hakim dalam perkara No. 08/Pdt.G/1996/PN.SImn

dapat diuraikan sebagai berikut;

Bahwa sebelum memeriksa materi sengketa yang diajukan para pemohon
bersama-sama perkara pokok terlebih dahulu perlu ditetapkan apakah
permohonan dari para pemohon untuk ikut serta / turut serta / intervensi /

tussenkomst dalam proses perkara ini.

Bahwa karena jawaban dari para pihak dalm perkara tidak menyangkut
masalah apakah permohonan para pemohon untuk ikut serta / mencampuri
proses perkara ( intervensi / tussenkomst ) cukup beralasan sehingga dapat
dikabulkan atau sebaliknya namun telah memasuki pokok persengketaan maka
Jjawaban para pihak tersebut dapatlah dikesampingkan dalam putusan sela dan

akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Bahwa pokok persengketaan antara penggugat dan para tergugat dalam
perkara pokok adalah hubungan sewa menyewa sedangkan pokok persengketaan
yang didalilkan oleh para pemohon adalah tentang hak milik atas tanah dan

bangunan yang dijadikan obyek sewa menyewa tersebut dalam pokok perkara.

Bahwa suatu hubungan sewa menyewa hanyalah bisa terjadi antara
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Bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa ia adalah pemilik
dari tanah dan bangunan yang menjadi obyek hubungan sewa menyewa dengan
para tergugat yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seorang bernama
Ny. Soerindi (istri pemohon I, ibu pemohon II) dan telah disetujui oleh para

pemohon.

Bahwa dilain pihak para pemohon mendalilkan bahwa jual beli antara

penggugat dengan istri / ibu para pemohon batal demi hukum.

Bahwa menurut hemat Majelis Hakim penyelesaian persengketaan antara
penggugat dengan para pemohon sangat berpengaruh terhadap penyelesaian

pokok perkara.

Bahwa sebaliknya kepentingan para pemohon akan pula dipengaruhi oleh

penyelesaian perkara antara penggugat dan tergugat.

Bahwa karenanya untuk menyelesaikan perkara pokok perlu lebih dulu
ditetapkan sahkan kepemilikan penggugat atas tanah dan bangunan yang

didalitkan menjadi obyek sewa menyewa dengan para tergugat.

Bahwa untuk itu perlulah terlebih dahulu diselesaikan persengketaan

antara penggugat dengan para pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalam putusan sela ini Majelis
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campur secara tussenkomst (infervensi) dalam perkara pokok antara penggugat

dan para pemohon dapatlah dikabulkan.

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan dari para pemohon infervensi
maka para pemohon dapat disebut juga sebagai pihak ke III / pihak intervenient

dalam perkara tersebut.

Pembahasan Kasus

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa
terhadap tuntutan untuk menjadi pihak terhadap sengketa yang sedang berjalan

majelis akan menolak atau mengabulkan dengan suatu putusan sela.

Menurut pasal 279 Ry disyaratkan adanya kepentingan hukum para pihak
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B. Proses Beracara Dengan Tiga Pihak Karena Adanya Infervensi di

Pengadilan Negeri Sleman,

Adapun mengenai prosedur pengajuan intervenss dapat dilakukan dengan dua

macam cara pengajuan intervensi pada Pengadilan Negeri Sleman, yaitu :

1. Pengajuan intervensi dengan cara didaftarkan sebagai perkara gugatan

dengan nomor perkara tersendiri seperti lazimnya pengajuan gugatan biasa.

Untuk dapat mengikuti pemeriksaan dalam sidang pengadilan, pihak
ketiga harus terlebih dahulu mendaftarkan gugatan intervensi pada
kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan membayar vang
muka biaya perkara. Apabila pihak ketiga sudah membayar jumlah biaya
yang perkara yang telah ditetapkan oleh panitera Pengadilan Negeri lalu
kemudian gugatan tersebut didaftarkan dalam buku register yang sudah

disediakan.

Gugatan infervensi dicatat dalam lembar register yang berbeda
dengan lembar perkara pokok dan diberi nomor yang berbeda pula. Pada
Pengadilan Negeri Sleman jumlah biaya perkara yang dicantumkan di bawah
nomor perkara untuk semua penerimaan oleh panitera akan dikeluarkan

tanda penerimaan uang.

Lalu selanjutnya berkas perkara tersebut oleh panitera disampaikan
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akan menyidangkan perkara tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri
mengeluarkan surat penetapan majelis hakim pemeriksa perkara intervensi
yang anggota majelis hakimnya sama dengan majelis hakim pemerikasa

perkara pokok termasuk panitera pengganti.

Hakim kemudian menentukan kapan hari dan tanggal pemeriksaan
perkara intervensi akan dimulai dan memerintahkan kepada petugas
Pengadilan Negeri (juru sita) untuk memanggil pemohon intervensi,
penggugat dan tergugat selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang
pertama dilaksanakan dan surat panggilan harus sudah diterima oleh

penggugat dan tergugat serta pemohon infervensi.

. Dengan cara langsung masuk / mengikuti persidangan yang sedang

berlangsung antara penggugat dan tergugat.

Dalam perkara No. 08/Pdt.G/1996/PN.Slmn pemohon intervensi
mengajukan permohonan infervensi secara tertulis tertanggal 12 Juni 1996
terhadap pihak-pihak dalam perkara No. 08/Pdt.G/1996/PN.Slmn yang
tengah berlangsung antara Drs. R. Soeparlan (penggugat asal) melawan
Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI dan SMP PGRI
(tergugat I dan II). Kehadiran intervenient tidak didasarkan pada panggilan

sidang akan tetapi datang atas inisiatifnya sendiri.

Pengajuan permohonan infervensi ini berlangsung pada saat akan
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intervensi dibaca dimuka persidangan yang kemudian surat permohonan
aslinya diserahkan kepada majelis hakim sedangkan turunanya diserahkan
pada penggugat dan tergugat. Perkara imtervensi itu secara otomatis
ditangani oleh majelis hakim yang menangani perkara pokok sehingga tidak
memerfukan surat penetapan bary tentang majelis hakim pemeriksa perkara

dari Ketua Pengadilan Negeri.

Terjadinya perbedaan prosedur pengajuan ini disebabkan belum
adanya peraturan atay petunjuk pelaksanaan tentang bagaimana suatu
gugatan intervensi harus diproses. Apabila terdapat perkara intervensi yang
diproses seperti gugatan biasa hal tersebut didasarkan pada kebijakan dari
ketua pengadilan yang memimpin pengadilan negeri tersebut pada saat itu.
Jadi kebijakan terscbut bersifat intern yang ditetapkan oleh pengadilan negeri

yang bersangkutan,

C. Dasar Ikut Sertanya Pihak Ketiga dan Pertimbangan Hakim Dalam

Mengabulkan adanya Intervensi

1. Dasar yang mempengaruhi ikut sertanya pihak ketiga dalam proses

beracara

Daiam proses acara perdata yang ada pada Pengadilan Negeri Sleman
sehubungan dengan keikutsertaan pihak ketiga dalm perkara pokok pada
dasarnya memiliki kepentingan terhadap obyek yang disengketakan pada

perkara pokok yang sedang berlangsung,misalnya ;
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a.) Pihak ketiga adalah pemilik sah dari obyek yang sedang

disengketakan

b.) Jika perkara dimenangkan oleh pihak lawan maka akan ada

kerugian bagi pihak ketiga secara formil ataupun materiil.
¢.) Karena dasar mempertahankan hak dan kewajiban

Ketiga dasar tersebut adalah sebagian unsur yang paling penting dalam
masuknya pihak ketiga dalam proses beracara yang sedang berlangsung.
Pada prinsipnya pihak ketiga ikut serta / turut campur / infervensi dalam
perkara yang sedang berlangsung karena tujuan kepentingan bagi dirinya
sendiri.

2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan adanya intervensi

Dalam proses beracara yang sedang diperiksa dipengadilan tidak
menutup kemungkinan masuknya pihak ketiga dalam perkara tersebut. Yaitu
dengan cara mengajukan permohonan yang disebutkan bahwa pemohon
mempunyai kepentingan hukum didalam perkara yang sedang berjalan, Akan

tetapt tidak semua permohonan dapat diterima oleh hakim.

Bahkan tidak semua permobonan intervensi dapat diputus dengan
putusan sela tetapi ada juga permohonan yang diajukan diputus dengan suatu

penetapan hakim. Mengenai manakah yang lebih tepat, infervensi yang
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menerangkan bahwa hal tersebut tergantung pada selera hakim pemeriksa
perkara. Pada prinsipnya setiap permohonan atau gugatan harus dijawab oleh

hakim dengan suatu putusan atau penetapan.

Memang benar apabila diputus dengan suatu penetapan seakan-akan
menimbulkan kesan tidak ada bedanya dengan putusan hakim dalam perkara
volunter akan tetapi penetapan atau putusan sela tersebut memiliki fungsi
yang sama yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan dari pihak

ketiga.

Ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara / intervensi tidak diatur
dalam HIR atau RBg akan tetapi dalam prakteknya intervensi dapat
dipergunakan dengan berpedoman pada Re (pasal 70 Rv dan 279 Rv dst)
sesuai dengan prinsipxiya bahwa majelis hakim wajib mengisi kekosongan
baik dalam hukum materiil maupun hukum formil. Dalam hal ini
permohonan intervensi majelis hakim memberi kesempatan kepada para
pihak untuk menanggapi vang selanjutnya dijatubkan putusan sela dan
apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak

ketiga tersebut.

Dan dalam perkara No. 08/Pdt.G/1996/PN.Slmn majelis hakim

menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk ikut serta /
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Drs.R. Soeparlan (penggugat) melawan YPLP PGRI dan SMP PGRI

(tergugat) dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

a.) Suatu hubungan sewa menyewa hanyalah bisa terjadi antara
pemilik (pemegang hak milik) atau orang yang mendapat hak atau

kuasa dari pemilik dengan pihak lain yang bukan pemilik.

b.) Pemohon mendalilkan bahwa jual beli antara penggugat dengan

penggugat dengan istri / ibu para pemohon batal demi hukum.

¢.) Penyelesaian persengketaan antara penggugat dengan pemohon

sangat berpengaruh terhadap penyelesaian pokok perkara.

d.) Kepentingan para pemohon juga akan dipengaruhi oleh

penyelasaian perkara antara penggugat dan tergugat,

e.) Untuk menyelesaikan perkara pokok perlu lebih dulu
diselesaikan persengketaan antara penggugat dengan para

pemohon.

Setelah dikabuikannya permohonoan intervensi maka untuk
selanjutnya perkara yang diperiksa ada dua yaitu gugatan pokok / asal dan
gugatan intervensi. Seperti yang sudah disebutkan adanya kepentingan

hukum merupakan syarat mutlak bagi para pihak agar dapat dikabulkan

—‘n'ﬂm avwndus e Hft‘l\ HF‘L:“ erere - v re mﬂﬂ:ﬂﬂl: “h—“:mt\ﬂ“ﬁﬁﬂ 1\'\1’:"‘! fl'\‘ﬂm.



